KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

Nomor : 578/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I11/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN

PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

:a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien

merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri
Pontianak dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan
peradilan dibawahnya;

Bahwa sebagai implementasi dari Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan, maka dengan mengacu juga
pada hal-hal yang diatur pada Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Aturan Komisi Informasi Publik serta Keputusan dan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar layanan Informasi Publik serta Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan dan
Standar Meja Informasi di Pengadilan;

Bahwa dalam rangka penyegaran para petugas pelayanan
informasi dan dokumentasi maka dipandang perlu
menetapkan kembali penunjukkan dan pengangkatan
Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A Tahun 2025.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 49 Tahun 2009;



Menetapkan :

Kesatu

Kedua

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention
On The Right of Person With Disabilities (Konvensi
mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 tentang Peroman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Dibawahnya,;

8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-
NY/SK/I1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik;

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010
tentang Penerimaan Tamu;

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
026 /KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik di
Pengadilan;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2010
tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di
Pengadilan;

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015
tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi
Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar
Meja Informasi di Pengadilan;

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-
144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA
PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK KLAS I.A TAHUN 2026.

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
Klas I.LA Nomor:1952/KPN.W17-U1/HK1.2.5/VI/2025 tanggal
24 Juni 2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan
Pelaksana Pelayanan Informasi Pada Pengadilan Negeri
Pontianak Klas I.A Tahun 2025 (Perubahan Kedua);

Menunjuk dan mengangkat Pelaksana Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana
pada Lampiran I Surat Keputusan ini;



Ketiga

Keempat

Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Pengadilan Negeri Pontianak Klas 1A,
sebagaimana pada Lampiran II Surat Keputusan ini
(berpedoman dan mengacu pada Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan).

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan
adanya perubahan komposisi atau perubahan pejabat
penandatangan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Maret 2026
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK KLAS LA
578/KPN.W17-U1/HK1.2.5/111/2026

NOMOR
TANGGAL :

2 Maret 2026

STRUKTUR PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

NO. NAMA JABATAN DINAS | JABATAN DALAM
3 TIM
1. |I Dewa Gede Budhy Dharma | Ketua Pengadilan Dewan
Asmara, S.H., M.H. Negeri Pertimbangan
2. | Utin Reza Putri, S.H., M.H. Panitera
3. | Yuniar Nelly, S.T., M.M. ) Sekretaris Atasan Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
4. | Fenny Restianty, S.H. Plt. Panitera Muda | Pejabat Pengelola
Hukum Informasi dan
Dokumentasi
5. | Andy Robert, S.Sos. Panitera Muda Pejabat Pengelola
Perdata Informasi dan
Dokumentasi
6. |Ririn Zuama Rochaidah Br. Panitera Muda Pelaksana
Hutagalung, S.H. Pidana
7. | Julfarida, S.H., M.H. Panitera Muda
Khusus Pidana
Tipikor
8. | Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Muda
Khusus PHI
9. | Rony Budiman, S.H. Panitera Muda
Khusus Pidana
Perikanan
10. | Lily Widyanti, S.E. Kasubbag Umum
dan Keuangan
11. | Umiyati, S.H. ) Kasubbag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana
12. | Fitriyani Kasubbag
Perencanaan,
Teknologi

Informasi dan
Pelaporan




NO NAMA JABATAN DINAS | JABATAN DALAM
TIM
13. | 1. Kristina Veni Olivia, PTSP Petugas Pelayapan
A.Md.S.IL.Ak. Kepaniteraan Terpadu Satu Pintu
: - - Muda Pidana dan (PTSP)
2. Anggita Maulidya Putri,
SS.ST Kekhususan
T (Tipikor dan
Perikanan)
14. | 1. M. Fikri Haykal Putra, PTSP
S.H. Kepaniteraan
2. Erna Nurhiddiyanti Mulcgaklilerdata dan
Novita Dewi, A.Md. ECHUStSaR
15. | 1. Feridiana, S.H. PTSP
2. Donny Pradipta, Kepaniteraan
A.Md.Kom. Muda Hukum
16. | Dedy Fadlian, S.E PTSP Subbagian
Umum dan
Keuangan
17. | Miladi Faruq Petugas e-Court

Ditetapkan Di
Pada Tanggal
D o

: Pontianak
: 2 Maret 2026

PONTIANAK KLAS I.LAT\%




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK KLAS LA

NOMOR : 578/KPN.W17-U1/HK1.2.5/II/2026
TANGGAL : 2 Maret 2026

A. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Pertimbangan :

1.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan
standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/ satuan kerjanya
dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan
menggunakan sarana berbayar.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan
dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/ satuan kerjanya.
Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menyusun
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi
yang mengajukan keberatan.

Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian tentang
konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu
dikecualikan.

Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi
sengketa Informasi.

Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID / PPID terkait
pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.

B. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID):

1.

i

10.

11.

12.

Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan
dokumentasi secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi di
unit/ satuan kerjanya.
Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi.
Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi.
Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk
papan pengumuman dan meja informasi unit / satuan kerjanya serta
situs resmi.
Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi diunit/
satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan
dengan menggunakan sarana berbayar.
Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/ satuan
kerjanya.
Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi yang mengajukan keberatan.
Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi
sesual dengan Pedoman ini melalui media e-LID di unit/ satuan
kerjanya.
Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
Informasi di unit/ satuan kerjanya.
Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian
sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau mewakilkan
kepada kuasanya.
Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan
Pertimbangan.
Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual
maupun secara elektronik berupa :

a. pengumuman informasi;

b. pengelolaan permohonan Informasi;

c. pengelolaan keberatan atas Informasi;



penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID;
penetapan dan pemutakhiran DIP;

pengujian tentang konsekuensi;

pendokumentasian Informasi Publik;

pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.
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13. Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Agung menyusun SOP

sebagaimana dimaksud pada angka 12 mengikuti standar yang
diberlakukan di lingkungan Mahkamah Agung.

C. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PPID :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik.
Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh Informasi dalam
bentuk cetak atau elektronik yang meliputi :
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala.
b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.

Mengkoordinasikan pendataan Informasi di Pengadilan dalam
rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun guna memastikan ketersediaan Informasi
Publik dan jangka waktu penyimpanan Informasi Publik.
Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib diumumkan
secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya.
Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses oleh
publik dengan Petugas Layanan Informasi.

Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/
atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan
Informasi Publik.

Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/ atau Petugas
Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi
Publik.

Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.

Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan
tegas dalam hal permohonan informasi ditolak.

Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan Informasi yang
dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Layanan Informasi.
Mengembangkan kapasitas pengelola layanan Informasi dalam
rangka memberikan layanan secara prima (service excellent).
Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan
Informasi diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.

Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam
pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif dan efisien.
Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan
Pertimbangan.

Menetapkan laporan layanan Informasi Publik.

PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan
tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.



D. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PPID Pelaksana :
1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan
kewenangannya.
2. Mendokumentasikan seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau
elektronik yang meliputi :
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;
b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.
3. Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling kurang 2
(dua) kali da lam 1 (satu) tahun.
4. Membantu PPID mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan
secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya.
5. Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi yang
timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
6. Membantu PPID menyusun alasan tertu lis pengecualian Informasi
secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi ditolak.
7. Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas
Layanan Informasi. :
8. Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Informasi
Publik.

E. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Petugas Layanan Informasi:

1. Memberikan layanan secara prima (service excellent) kepada
Pemohon Informasi.

2. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual
maupun elektronik.

3. Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas
permohonan Informasi secara manual maupun elektronik.

4. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.

5. Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara
elektronik yang andal, petugas layanan Informasi melakukan
pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara
elektronik.

Ditetapkan Di : Pontianak
: 2 Maret 2026
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